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KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 04 

TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA 

KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2025 

ABSTRAK  : -    Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran dan tertibnya pengelolaan Keuangan 

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tahun Anggaran 

2023, dipandang Perlu membentuk Tim Pengelola Keuangan sesuai dengan 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor : PER.1I/PB/2o11 

Tentang Perubahan Atas Peraturan DireKur Jenderal Perbendaharaan Nomoa : 

PER46 / PB / 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembentukan Tim sebagaimana 

diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bima atas nama Sekretaris Jenderal Komisi pemilihan Umum. 

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Tahun 2003, Nomor : 47 Tambahan 

Lembaran Negara Rl Nomor 4286); 

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 

c. Undang - undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan 

dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

d. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6109 ); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan 

dan Kineria lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 4614 ) ; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 

83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4738); 



g. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

142, tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6523); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Negara ( Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 6267); 

i. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas, 

fungsi, wewenang , organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000 tentang tugas, 

fungsi, susunan organisasi dan tata keria Sekretaris Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota; 

k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang 

Perubahan atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksananan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 

2018 nomor 1736). 

 

- Keputusan ini Mencabut Surat Keputusan Sekretaris Nomor: 

003/KU.02/5206/2O24 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Pengangkatan dan 

Penuniukkan Tim pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun anggaran 2024. Menunjuk 

dan menetapkan Nama-nama Tim Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupalen Bima Tahun Anggaran 

2025, dengan personil sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat 

Keputusan ini. 

CATATAN :  -    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Januari 2025. 

- Lampiran : 1 hlm. 


